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PERATURAN DF'E.RAH
NOMOR

KAtsUPATEN KO}IAWE SELATAN
: 28' TAt-tuN 2oo5

TEi.ITANG

RETRIBUSI DAERAH ATAS PEMERIKSAAN PEhIGELUARAN DAN

PEMASUKA.N tsENIH/BIBIT DAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN

I{O F.TI KU LTU RA DALAM WI LA.YAH K.AB U P.ATEN KO N"AWE S ELAJA.N

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAI.IMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUFATI KOil.IAWE SELATAN

a. bahwa benihibib,it tanaman pangan dan Hortikultt:ra mempunyai

peranan penting rjaiam peningkatin kualitas dan kuantitas produksi

komoditi pangan dan Hortikultura;
b. bahwa untuf- tebih neningkatkan standar mutu benih/bibit dan hasil

tanaman pangan dan Hortikultura yang keluar masuk atau

diperjualbetit<arl dal.ni wilayalr Kabi-ipaten Konawe selatan dipandang

perlu dilakukan Pem eriksaan ;

c. bahwa sehubungati dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas'

periu diatur dalam Peraturan Daerah;

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Penibentukal Daerah

Daeraii Tingkai II d; Sulawesi ( Lembaran Negara Repubiik lndonesia

Tahun 195'9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 1822),
2. UndanS-undang l,ktmor B Tahun 1981 tentang Hukum Acgra Pidana

( Lembaran i..i*grru Republik lndonesia Tahun 198i Nomor 76.

Tambahan LembJra,n 1legara Republik lndonesia Nomor 3209 );

3 Uirdang -- undang Nomor 12 Taht:'n 1992 tentang Sistern Br'rdidaya

Tanamln ( TarnbJhan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomo5 3206)

4. Undang-un,Jartg l.lornor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan'

dan Tumbunarlr Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara l'lomor 3482)',

s. Unclang - ,nirng Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor tg Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dbn Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor

246,Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4048),

6. undang undan; Nomor a Tahun 2003 tentang Pembentukan

kabr-rpaten Konavie Selatan di Progvinsi SLilawesi Tenggara
( Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4267)',

7. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, J'ambahan Ler:-ibaran Negara Republik lrtdonesia Nomor 4437),

8. Undang-undang Nt;mor Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan

Keuangan puslt dan Daerah ( Lembaran l.legara Republik lndonesia

Tahun 2AA4 Norrrc,r i26, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndone,sia Nomor  438);
g. peraturarr Perneriritah Nomor 44 tahun 1935 tentang Pembenihan

Tanarrian ( Tambahan Lenrbaran Negara Ri Nonior 3616);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 "fahun 2001 ientang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A1 Nomor i i 9.

Tambahan Lenrbaran Negara Rl Nomor 4139);
i1. Keputusan Presiden Rl Nomor 27 Tahun 19'71 tentang Pembinaan,

Pengawasan, Pemasaran, dan Sertifikasi Benih;
i2. Keputusan Presiden Rl Nomor 44 Tahun i 999 tentang Tekhnik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangarr dan Bentuk R.ancangan
Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden:

13. Keputusan menteri ilalam Negeri dan otonomi Daerah Nomoi-48 Tahun
2000 tentang Pedc,rnan tata Naskah Dinas di Lingkunoarr Kabup'aten /
l-/ ^L^ -NUIi',

14. Peraturan Daerah l.iabupaten Konawe Selatan Nomor A2- Taht:n 2005
tentang Pembentukan Organisasi dan fata Kerja Perangkat Daerah
Kabirpaten Konawe Selatan,

Der,3an persetujuan Bersama

DELVIiN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KON,{WE SELATAiI

DAl\i
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUT'USKAN

ll - - -a- - 
t- 

- -tvrutteLaul(aII PERATURAN DITERAH KABUPATEN KONAWE SELATAT.I
TENTANG RETRIBUSI DAERAI.I ATAS PEMERIKSAAN
PENGELUARAN I)AN PEMASUKAN BENIH/BIBIT DAN HASIL
TANAMAN P,TNG,\N DAN HORTIKULTURA DALAM WILAYf{H
KABUPATEN KOI\IAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratitran Daerah ini yang dimaksud dengan .

a. Daerah adalah Kabupaten Konawe.Selatan;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain

sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
d. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konaire Selatan;
e, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas F'ertanian Kabupaten Konawe Selatan;
f. Rekomendasi adalah Surat Keterangan dari Dinas Pertanian kepada

Pengusaha/Pengumpul yang melakukan perdagangan benih/bibit dan hasil tanaman
pangan 'Jan hortikultura baik yang nrasuk maupun yang keluar melintasi wilayah
Kabupaten Konawe Selatan;

g. Retribusi atas pemeriksaan / pengujian mutu benih/bibit dan hasil tanaman pangan
dan hortikultura adalah uang yang dibayarkan kepada Pernerintah Daerah oleh
Pengusaha, Pedagang/Pengumpul atas pemeriksaan kembali mutu benih/bibit dan
hasil tanaman pangan dan hortikultura;

h. Hasil tanaman pangan dan hortikultirra adalalr produksi komoditi tanaman pangan dan
hortikultura yang meliputi Padi, Jagung, Kedele, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi
Kayu dan Ubi Jalar;

i. Hasil Horlikultura adalah Produksi l<omoditi hortikultura yang nteliputi hasil tanaman
sayuran, buatr-buahan, tanaman hias dan tanaman obat.-obatan;

j. Benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura adalah benih/bibit tanaman yang telah
mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian;

k. Tanda Bukti Pelunasan Pemungutan adalah bukti pelunasan pemungutan retribusi
y-ang diberikan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu pada saat pernbayaffin retribusi;



,)
l

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2
(1) Yang menjadi obyek daiam Peraturan Daerah ini adalah setiap pemeriksaan

pengeluaran dan pemasukan benih/bibit dan hasil Tanaman pangan dan hortikultura
dalam usaha pembelian/pengadaan benih/bibit dan hasil tanarnan pangan dan
hortikultura oleh setiap orang, instarrsi, pengusaha, pedagang pengumpirl dan atau
badan hukum baik dari dalam mai.ipun yang didatangkan dari iuar daerah untuk
keperluan daerah dan atau yang melintasi wiiayah kabupaten Konawe selatan;

(2) Jenis benih/bibit dan hasil tanaman pangan yang menjadi obyek retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan f,aerah ini adalah.

d Komoditi pangan dan hortikultura meliputi

1. Padi
2. Jagi.ing
3. KeCele
I t./^^--- t--^L.+. n.irudt tu Lirt lillt

b. Komoditi Hortikultura terdiri atas

4 'r-^i. r anaan savuran:
- Bayam CaUut
- Kacang Panjang
- Senrangka
- Terung
- fulentiniun
- sawi/Petsai

3. Tanaman Hias terdiri dari
- Bougenville
- Cemara
- Helieonia
- Puring

5.Kacang Hijau
6. Ubi Kayu
7. Ubi Jalar

- Kacang Tunggak
- Lmbok
- Tomat
- Labu
- Kangkung

- Palm
* Asoka
- Anggrek

2. Tanaman Buah-buahan terdeiri dari :

- Anggur stek - Alpukat seedling
- Belimbing Okulasi - Belimbing unggul local
- Cempedak - Durian unggul
- Durian unggul locai - Duku seediing
- Duku Okulasi - jambu air okulasi
- Jambu Biji Okulasi - Jeruk Okulasi
- ieruk puruUnipis okulasi - .Jeruk besar okulasi
- Kelengkeng Okulasi - Kedondong okulasi
- rr"angka unggul seedling - Mangga okulasi
- Melinjo seedling - Rambutan okulasi
- Melinjo Okulasi - Sawo manila sedling
- Langsat - Salak Pondok
- Pepaya seedling unggul - Pisang kultur jaringan

4 Tanaman Obat-obatan terdiri <iari :

- Wijen - Kencur
- Temu lawak

\
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Pasal 3
Subyek Retribusi sebagaimana dimaksrrd dalam Peraturan Daeran ini adaiah setiap orang,
instansi pengusahalpedagang penguntpul dan/atau badan hukum yang mengiisahakan,
mengadakan/rnembeli benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4
Retribusi atas pemeriksaan. pengeluai'an dan pernasukan benih/bibit dan hasil tanaman
pangan dan hortikultura digoiongkan stlbagai retribusijasa usaha;

BAB IV
PEMERIKSAAN PENGELUARAN DITN PEMASUKAN MUTU BEilII/tsIBIT DAN HASIL

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 5

(1) setiap orang, instansi, Pengusaha, Pedagang, dan atau Badan Hukum yang
melakukan pengadaan/pernbelian benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan
hortikultura dan memasukkan ke rJalam wilayah kabupaten Konawe Selaian harus
melalui pemeriksaan oleh Dinas Pe:rtanian;

(2) Hasii Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 'Jalam Pasal 5 ayat (1) diberikan
rekomendasi dari Dinas Perlanian.

BAB V
BESARNYA TARIF D,AN TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 6
(1) Setiap pemeriksaan, pengeluaran da.r pemasukan berrih/bibt dan hasii tanaman pangan

dan hortikultura sebagaimana drmak:sud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini
dikenakan retribusi yang wajib dibayar oleh subyek retribusi;

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut.

Nr\

J
I

URAIAN KEGIATAN PEMEFIIKS.A.AN qA'TI IAN

A J
BENiHiBiBiT T NAMAN l'ANU,1N
1 Padi Sawah/Padi Gogo
2. Jagung KomposiUHibrida/local
3. Kedele
4. Kacang Tanah
5 Kacang Hijair

ca+

Kg
Kg
Kg
Kg
KE

l(nt\v
t(^l\u
tr-
^g
^gKg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

25
15

15
15
15

i!
BENIHiBTBtT TANA MAN HpRTiKLILTLI RA
{ Ranih Sarrrrrrn

c Qarram nahr r.fq. vatqtrr wgvv!
tr L/^^^^A'T,,^'.^^t,rJ. r\dudt tv I ut t(rgaN
^ t/_ ---_ n_c. i\acang i-anjang
ci. Lombok
e. Semangka
f. '['omat

g. Terung
h Labu
i. Mentimun
j. Kangkung
k Sawi/Petsai

Enn
,t nrr
I Lrt

zuu
Z.AUU

2.000
2.s00
1.500
1.500
1.500
1.000
1.500

TARIF
ETETE'IEII IQIt\a- I t\tt \"rar!

IIFT
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i t Elitr:{ El ..^t+ l-.'rh^-A. 9lt tL lJtr(rl l-wtrcra acr! I
.- A---,.- -l^1.d. Ar rggur >[Er.

b. Alpukat seediing
c. Belimbing okuiasi
d. Belimbing unggu! locai
e. Cempedak
f. Durian unggul local
g Durian unggul nasional
h Duku seedlint;
i Duku okulasi
i Jan'bu air okulasrJ - "'

k lamhr r hiii nkr rlaci
I lan rL ntrr rloo il. 9vt ut\ vt\tJlu9l

l^,.,,l- ^.,..,+r^:^:^ ^1,,,l^^;rll. Usl ur\ Pt.lI tltrl llPlJ (JNtrldOl

- r--..1- L^^-- -t-..t---:1t. Jet u]\ uE5irt u^urirsr
o. Keiengkeng okuiasi
p Kecjondong unggui okuiasi
q Nangka unggul seedhng

3. Produksi Sayuran
a. Bawang Merah/Putih
b. Bawang Cabut
c. Kentang
d. Petsai/Sawi
a \A/nrfol
{,. Kubis
- I ^t^..u Lcluu
L tr- -_t_..--il. nict tgKung
i Cabei Lombok
j 'fomat

k. Terong
L Buncis
m. Mentimun
11. Jengkol
o. Petsai

4. Produksi Tanaman Obat- olratan
a \A/iion
h Vaaa',.rv. t\gr l\/ut
^ 't-^-.,1^..,^t,
r-. I Elilu Ldvvclt\

5. Prociuksi Buah-buahan
a. ieruk
b Rambutan
c. Durian
d. Langsat
e. Pisang

Pasal 7
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini

dilakukan pada saat setelah pemeriksaan;
(2) Setiap Pungutan retribusi sebagainrana dimaksud ayat 91) pasal ini harus disertai

tanda bukti pembayaran;
(3) Tanda Bukti Pembayaran sebagairnana dimaksud ayat (2) pasal ini setiap lembar

diporporasi dan diberi nomor seri serla dibubuhi Cap Dinas Pertanian

5

C+aL
rJ tE ,\

rr^L--r(,trutr
r()ltoll
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pol'lon
Pohon
Pohon
Pnhnn
Dahnn

Pohon
n-L --rulrult
ronon
Pohon

.E

1EIJ

/D
75
25
100
200
100
fia
50
50
.il I

(n

100
zuu
'luu

5Ct

50
(n
EN

50
10
50
10

50
50
50
antU
OU

3U

50
50
50
50
50

Kg
lkat
Kg
Kg
Kn''il

KE
Iy'.r

t\9

^uKg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Kr:
Krt..:,
Var\Y

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

50
50
50
50
50
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Wilayah pemungutan retribusi pemeriksaan pengeluaran Can pernasukan benih/bibit dan

hasil tarjaman pangan dan hortikultura adalah seluruh wilayah Kabupaten Konawe

BAB VI

wlLAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN PEMAST''KAN DAN
PENGELUARAN BENIH/BIBIT DAN HASIL HASIL TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA

Pasal B

Selatan

Pasal 9

BAB VII
PELAKSANA,\N DAN PENGAWASAN

Pasal '10

Pasal "l 1

BAB r/lll

KETENTUA.N PID,ANA

Pasai 12
(1) Barang siapa yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1),

pasai 7 ayat (1)Peraturan Daerah iii diancanr Pidana Kurungan paling lama 5 (enam)

buian atau Denda pating banyak.i (r:moat) kaii ji.imiah Reti-ibusi ,ang teii,ta g

1-1 i,iiJc.t.ai, p'unira ya'ty \r,,rr€rn>u\r y.r\rs oyar \ ', ouarat' PcrarrYg':rorI'

(1) Setiap C)rang, lnstansi, Pengusaha, Pedagang Pengumpul danlalau Badan Hukum

yang melakukan pengadaan/pembelian benih/bibit dan hasil kornoditi tanaman pangan

dan hortikultura dan memasukkan k:-.clalarn wilayah Kabupaten Konaure Selatan harus

rnelalui pemeriksaan mutu oleh Dinas Pe. tanian;
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud ayat (1) pasal ini diberikan rekomendasi.

(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2)

Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertanian Cq. Bidang tanaman pangan dan

hortikultura atau petugas yang tela lr ditunjuk khusus untuk itu oleh Bupati Konawe

Selatan atau atas usul dari Dinas pe,laniatr Kabupaten l(onawe Seiatan;
(2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan

Daerah ini segera di setor ke Kas daerah pallng lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pengawasan atas pungutan sebagaimana dimaksud da{am Peraturan Daerah ini dilakukan

oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupate;r Konawe Selatan, Dinas Pendapatan Daerah dan

Kepala lnspektorat Daerah Kabupaten lionawe Selaian.



i BAB IX

PEI.IYiDII(AN

Pasal 13

(i)Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu diiingkungan Pemerintah Daerah cliberikan
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan Penyidikan sesuai kewenangan
dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana d maksud pada ayat (1) adalah :

a. lrlenerima, mencari, mengunipulkan dan meneliti keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap d:rn jelas;

b. fuleneliti, mencari dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang diiakukan sehubungan tirrdak pidana
perpajakan Daerali tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidarig retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catata'r dan dokumen-dokumen lain berkerraan dengan
tindak pidana dibidang Perpaja kan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. lvleminta bantuan tenaga ahii dalam rangka peiaksanaan tiigas penyidikan tindak
pidana di bidang Perpajakan f,aerah;

g ltilenyurtih berhenti, melarangr seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan seCang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau y'ang ciibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a:

h. Memotret seseorang yang berl(aitan dengan tindak pidana Perpajakari Daerah:
i. lvlemanggil orang untuk di derr;ar keterangariya dan diperiksa seLiagai tersangka

^L^-. ^^l-AiALJ SAKSi;
j. ivlenghentikan Penyidikan;
k. fulelakukan tindakan lain yang perlu untuk kebenaran penyidikan tindak pidana di

bidang Ferpajaka n Daerah me irurut hukurn yang dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana ,limaksud pada ayat (1) membr:ritahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasii penyidikernnya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan
yang diatur dalam Unda,ng-undang lJomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAL3 X

KETEN UAN PERALIFIAN
Pasill 14

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang pernah berlaku dan
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

tsAB XI
KETEI-ITUAN PENUTUP

Pasal 15
Hal-hal yang belum cukup diatur derlam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
peiaksanaanya akan di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

l
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Pasal 16

Pei-atui-an Daei-ah ini mulai berlaktr pad; tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengeiahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Dierah ini-dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Konavre Selatan

Ditetapkan di Andoolo
T

SE L

u ti nawe selatan
,r/

'"r

f

Di
P

IRAW
ba

kandi:Andoolo

Daerah Kabu n

ol. lVlb

LEMBARAN DAERAi{ KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2OO5 NOMOR :

\\re
t.l,l
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